
BUPATITAPIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat
(5) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal
Retensi Arsip;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun
2022 ten tang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286); .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Tapin.

6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga
negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

7. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib
dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.

8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah
daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu
penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang
berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip
dimusnahkan,.. dinilai kembali atau dipermanenkan yang
dipe'rgundkrulcsebagaipedoman penyusutan dan penyelamatan
Arsip. 1-
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Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGJADWALRETENSI
ARSIP.

Menetapkan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 2
Tahun 2020 ten tang Penyelenggaraan
Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2020 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02);
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9. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif yang selanjutnya disebut JRA
Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis Arsip fasilitatif beserta
jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya
dan dipakai sebagai pedoman penyusutuan Arsip fasilitatif.

10. Jadwal Retensi Arsip Subtantif yang selanjutnya disebut JRA
Subtantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip subtantif beserta
jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya
dan dipakai sebagai pedoman penyusutuan Arsip subtantif.

11.Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari
kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana
bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.

12.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung
dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka
waktu tertentu.

13. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan
otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab
di bidang pengelolaan Arsip dinamis.

14.Arsip Aktif adalah adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya
tinggi darr/atau terus menerus.

15.Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah
menurun.

16.<:ArsipStatis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip
karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa
retensinya, dan berketerangan dipermanenkan, yang telah
diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip
Nasional darr/atau lembaga kearsipan.

17.Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan
keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang
harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

18.Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta Arsip,
tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau
hilang.

19. Unit Pengelolaan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang
mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua Arsip
yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di
lingkungannya.

20. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
kearsipannya.
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Pasal5
Jenis Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a
meliputi:
a. umum;
b. pemerintahan;
c. politik;
d. keamanan dan ketertiban;
e. kesejahteraan rakyat;
f. perekonomian;

J. g~RAJ?ekerjaanurn m dan ketenagaan;
i n. pengawas8Il.; .,
~ i. pegran; 'an
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Pasal4
(1) JRA yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. JRA Fasilitatif; dan
b. JRA Substantif.

(2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:
a. jenis Arsip;
b. Retensi Arsip; dan
c. keterangan.

(3) Ketentuan mengenai JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tecantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
JADWALRETENSIARSIP

Pasal3
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. JRA; dan
b. pelaksanaan penyusutan Arsip.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai

pedoman dalam Penyusutan Arsip di lingkungan Pemerintah
Daerah, menjadi dasar rekomendasi tentang penetapan jenis
Arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali dan dipermanenkan,
dan menjadi pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
terwujudnya layanan Arsip secara cepat tepat dan aman.

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

BAB II
MAKSUD,TUJUANDANRUANGLINGKUP

- 5 -



r In
i . ..

~ASP1:M~E~
~ -
~ KEPrJ.As;(PDPEMPRAri(.~
1

Pasal9
Pendanaan pelaksanaan JRA yang diatur dalam Peraturan Bupati
ini, dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, dan
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.

BABV
PENDANAAN

Pasal8
(1) Pemusnahan Arsip JRA yang retensi 10 (sepuluh) tahun atau

lebih dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7
(1) Pelaksanaan penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam

Pasal3 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui:
a. Unit Pengelolaan;dan
b. Unit Kearsipan.

(2) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan
koordinasi pelaksanaan penyusutan ArsipJRAkepada Dinas.

(3) Unit Pengelolaan dan Unit Kearsipan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal6
(1) Penyusutan Arsip terdiri atas:

a. penyusutan Arsipfasilitatif;dan
b. penyusutan Arsip substantif.

(2) Penyusutan Arsipmeliputi kegiatan:
a. pemindahan Arsip;
b. pemusnahan arsip; dan
c. penyerahan ArsipStatis.

(3) Penyusutan Arsip dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan
JRA.

(4) Ketentuan mengenai kegiatan penyusutan Arsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV
PELAKSANAANPENYUSUTANARSIP
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ERITADAEAAHKABUPATENTAPINTAHUN2025 NOMOR 06

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTAPIN,

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 17 ~ar~t 2025

BUPATITAPIN,
•

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 17 Maret 2025

Pasal11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Pasal10
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2014 tentang Jadwal

Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 09);

b. Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jadwal
Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian,
dan Jadwal Retensi Arsip Subtantif Pemerintah Kabupaten
Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 21);
dan

c. Peraturan Bupati Tapin Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jadwal
Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Pemerintahan Kabupaten
Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor45),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABVI
KETENTUANPENUTUP
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